BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan
berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang
ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis yang
memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan indikator kinerja program, strategi
pembangunan, kebijakan, program dan sasaran serta ukuran keberhasilan dalam
pelaksanaannya.

Dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan rencana strategis
merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam
lima tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan lokal, nasional maupun
global. Melalui pendekatan Rencana Strategis yang jelas dan sinergis, instansi
pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang,
dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok tahun 2016-
2021 telah dilakukan perubahan yang disesuaikan dengan proses penyusunan
RPJMD Perubahan Kota Depok Tahun 2016-2021. Perubahan Rencana Strategis
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok ditetapkan dengan maksud dan tujuan
untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi perencanaan dan
pengawasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga
dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat didalam mewujudkan
cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Depok, adalah :

1) Mengidentifikasi dan menganalisis kondisi umum sumber daya yang dimiliki
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok.

2) Menyusun dokumen guna menentukan prioritas kebijakan yang memuat
landasan yang koheren dan kokoh sebagai acuan penyusunan strategi, sasaran,
program dan kegiatan guna perbaikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.

3) Merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam lima tahun ke depan; dan

4) Menyajikan matrik indikasi rencana program dan kegiatan prioritas yang akan
dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja lima tahun ke depan.
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Adapun Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok Tahun 2016-
2021 sesuai dengan rancangan akhir hasil asismen tersebut, digambarkan pada tabel

berikut ini :

Visi/Misi Tujuan Indikator Sasaran Indikator
Tujuan Sasaran
Visi : Kota Meningkatkan Cakupan 1. Meningkatnya | 1. Predikat SAKIP
Depok yang Kualitas Penegakan Kualitas Satpol PP
Unggul, Nyaman | Pelayanan Bidang | Perda dan/atau | Manajemen
dan Religius Ketertiban Umum | Perwal Pemerintahan

Misi Ke1:
Meningkatkan
Kualitas
Pelayanan Publik
yang Profesional
dan Transparan

dalam Pelayanan

Publik

2. Persentase Aset
Satpol PP kondisi
baik

3. Tingkat
Profesionalitas
Aparatur Satpol PP

2. Meningkatnya
Ketertiban Umum

4. Cakupan
Penegakan Perda
dan/atau Perwal

5. Persentase
Kawasan Rawan

Trantibum yang
Tertib

6. Cakupan Rasio
Petugas Linmas

3. Meningkatnya
Ketentraman
Masyarakat

7. Persentase
kelompok Mitra
Kerja Satpol PP
yang aktif

8. Cakupan Patroli
Siaga Ketertiban
Umum dan
Kententraman
Masyarakat

Selanjutnya dijabarkan Visi, Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan, Sasaran dan
Indikator Kinerja Sasaran, serta Strategi/Kebijakan dan Program; sebagai berikut :

i. VISI

Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok disusun dengan mempertimbangkan potensi,
kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada dalam pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi serta disesuaikan dan/atau disamakan dengan Visi yang tertuang dalam RPJMD
Perubahan Kota Depok Tahun 2016-2021, yaitu “Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan

Religius.*
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ii. MISI

Pernyataan Misi adalah pernyataan tentang bagaimana mewujudkan visi, apa yang
akan dilakukan dan bagaimana hasil yang akan dicapai, dengan memperhatikan
tantangan ke depan serta memperhitungkan peluang yang dimiliki. Satuan Polisi
Pamong Praja masuk ke dalam Misi Ke-1 (satu) RPJMD Perubahan Kota Depok
Tahun 2016-2021, yakni “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang
Profesional dan Transparan.”

Misi tersebut mengandung makna bahwa Satuan Polisi Pamong Praja bertekad
untuk meningkatkan tata kelola menuju efektivitas kinerja yang lebih terukur dalam
rangka pencapaian kinerja secara komprehensif.

Untuk mewujudkan misi tersebut, didasarkan pada seperangkat norma-norma yang
terkandung dalam budaya kerja organisasi. Budaya kerja organisasi yang
dikembangkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok, antara lain:

1. Integritas yang bermakna bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok dan
para pegawainya, dalam melaksanakan tugasnya senantiasa mengerahkan
sepenuhnya seluruh kemampuan dimilikinya dan berperilaku konsisten serta
berpegang teguh pada peraturan yang berlaku secara bertanggung jawab.

2. Kejujuran yang bermakna Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok dan para
pegawainya, dalam menjalankan tugasnya berdasar pada fakta, tidak
memanipulasi perkataan ataupun tindakan dan memegang teguh kebenaran.

3. Akuntabel yang bermakna bahwa hasil pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Depok adalah terukur sesuai dengan ukuran nilai-nilai atau norma-
norma yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka
khususnya kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan
ataupun pihak lain yang terkait.

4. Transparansi yang bermakna bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok
menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi
tentang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Depok,
serta hasil-hasil yang telah dicapai.

5. Proaktif yang bermakna Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok dan para
aparaturnya, dalam menjalankan tugasnya senantiasa berinisiatif dalam setiap
kesempatan dan menyelesaikan tugas hingga tuntas.

6. Profesional yang bermakna bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan para
aparaturnya, dalam menjalankan tugasnya telah memiliki kemampuan,
keterampilan, dan menguasai bermacam-macam masalah teknis yang terkait
dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
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iii. TUJUAN DAN INDIKATOR TUJUAN

Tujuan adalah implementasi atau penjabaran misi yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam kurun waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan berdasarkan kepada isu-isu
dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, program dan
kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja pada Misi Ke-1 (satu) RPJMD Perubahan Kota
Depok Tahun 2016-2021, yakni “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang
Profesional dan Transparan” adalah “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang
Ketertiban Umum.”

Tujuan tersebut menerangkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja berkomitmen
untuk meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi salah satunya
adalah Penegakan Perda dan/atau Perwal sehingga mampu memberikan upaya
dalam rangka menciptakan kondisi yang tertib, nyaman, dan ungggul di wilayah
yang menjadi titik-titik pemantauan dan pengawasan yang dilakukan Satuan Polisi
Pamong Praja. Sehingga indikator pada tujuan ini adalah “Cakupan Penegakan
Perda dan/atau Perwal.”

iv. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam
rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari
tujuan. Sasaran dilengkapi indikator kinerja sasaran dan target, yaitu ukuran tingkat
keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang
bersangkutan.

Sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Depok pada Tahun 2016-2021 berdasarkan misi yang telah dirumuskan adalah
sebagai berikut :

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran

1. Predikat SAKIP Satpol PP

1. Meningkatnya Kualitas Manajemen 2. Persentase Aset Satpol PP kondisi baik
Pemerintahan dalam Pelayanan Publik

3. Tingkat Profesionalitas Aparatur Satpol PP
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Sasaran Indikator Kinerja Sasaran

4. Cakupan Penegakan Perda dan/atau Perwal

2. Meningkatnya Ketertiban Umum 5. Persentase Kawasan Rawan Trantibum yang Tertib

6. Cakupan Rasio Petugas Linmas

7. Persentase Mitra Kerja Satpol PP yang aktif

3. Meningkatnya Ketentraman Masyarakat
8. Cakupan Patroli Siaga Kententraman Masyarakat

v. STRATEGI/KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Strategi/Kebijakan adalah arah langkah dan tindakan yang diambil dalam
menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan guna mencapai tujuan yang
telah ditetapkan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan, dirancang
strategi/kebijakan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok secara
konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif. Strategi/Kebijakan yang
akan dilaksanakan tersebut harus berpedoman kepada strategi dalam RPJMD
Perubahan Kota Depok Tahun 2016-2021. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran
serta strategi/kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, kemudian ditetapkan
program-program yang akan dilaksanakan.

Adapun strategi/kebijakan serta program yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Depok sampai dengan tahun 2018 didasarkan pada masing-masing
indikator kinerja sasaran pada Perubahan Renstra Satpol PP Tahun 2016-2021, yang
dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Indikator Kinerja Strategi Kebijakan Program
Sasaran
1. Predikat SAKIP Meningkatkan Peningkatan 1. Peningkatan kualitas
Satpol PP Pengawasan Pengawasan perencanaan pembangunan
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
2. Persentase Aset Pemerintahan Pemerintahan 2. Peningkatan Sarana dan
Satpol PP kondisi baik Prasarana Aparatur

3. Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan

4. Peningkatan Administrasi
Perkantoran
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Indikator Kinerja

Sasaran Strategi Kebijakan Program
3. Tingkat Meningkatkan SDM Peningkatan Kualitas  |5. Peningkatan Kualitas
Profesionalitas Aparatur Satpol PP SDM Aparatur Satpol Sumber Daya Aparatur
Aparatur Satpol PP PP
4. Cakupan Penegakan | Meningkatkan Peningkatan 6. Peningkatan ketentraman
Perda dan/atau Perwal | Ketertiban Umum Ketertiban Umum dan ketertiban masyarakat

dengan melakukan
kerjasama ter-Integrasi
dengan Instansi terkait

5. Persentase Kawasan
Rawan Trantibum
yang Tertib

6. Cakupan Rasio
Petugas Linmas

7. Persentase Mitra Meningkatkan Peningkatan 7. Gerakan Sadar Hukum
Kerja Satpol PP yang Ketentraman Ketentraman
aktif Masyarakat dengan Masyarakat

mendorong partisipasi

masyarakat

8. Cakupan Patroli
Siaga Ketertiban
Umum dan
Kententraman
Masyarakat

1.2PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 disebutkan bahwa Perjanjian Kinerja adalah
lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi
kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan
yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah
komitmen penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi
dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak
dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi
termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun

sebelumnya.

Adapun tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja yaitu sebagai wujud nyata
komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas,

akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, menciptakan tolok ukur kinerja
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sebagai dasar evaluasi kinerja  aparatur, sebagai dasar  penilaian
keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar
pemberian penghargaan dan sanksi, sebagai dasar pemberi amanah untuk
melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja

pemberi amanah serta sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Untuk diketahui pada tahun 2018 Perjanjian Kinerja yang disusun oleh Satuan Polisi
Pamong Praja mengalami 2 (dua) kali perubahan sehingga dilakukan penyesuaian

pada sasaran dan indikator kinerja sasarannya.

Selain itu, pada perubahan perjanjian kinerja tahun anggaran 2018 sasaran dan
indikator kinerja sasaran serta program yang diperjanjikan antara Kepala Satuan
dengan Wali Kota harus menggambarkan tugas dan fungsi utama dari Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Depok, sehingga ada 2 (dua) sasaran dan 5 (lima) indikator
kinerja sasaran, serta 2 (dua) program yang diperjanjikan dalam Perubahan
Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sebagaimana ditampilkan pada tabel dibawah ini :

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
D) 2 (©) Q)
1 | Meningkatnya Ketertiban 1 | Cakupan Penegakan Perda 73%
Umum dan/atau Perwal
2 | Persentase Kawasan Rawan 68,72%
Trantibum yang Tertib
3 | Cakupan Rasio Petugas 0,20
Linmas
2 | Meningkatnya 4 | Persentase Mitra Kerja Satpol 61,11%
Ketentraman Masyarakat PP yang aktif
5 | Cakupan Patroli Siaga 6,82
Ketertiban Umum dan
Kententraman Masyarakat

No Program Anggaran Sumber
1 | Peningkatan Ketentraman Rp 13,465,737,000 | APBD-P Kota Depok
dan Ketertiban Masyarakat
2 | Gerakan Sadar Hukum Rp 959,362,400 | APBD-P Kota Depok
Anggaran APBD-P 2018 Rp 14,425,099,400
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